
 i 

ABSTRAK 

 

 

Transaksi elektronik dapat dilakukan oleh agen dalam melayani 

masyarakat, terhadap pembelian barang, pembayaran, dan sebagainya. Dalam hal 

ini masyarakat atau konsumen bebas memilih agen elektronik yang dia kehendaki, 

tanpa ada paksaan. Dalam transaksi atau kesepakatan tersebut tentunya bisa saja 

terjadi hal-hal yang dapat merugikan konsumen, seperti terjadinya kerusakan, 

transaksi yang tidak bisa terbaca, kerusakan sistem dan sebagainya. Oleh karena 

itu perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai hal tersebut. 

Dari latar belakang di atas, permasalahan yang dibahas dalam penelitian 

ini adalah bagaimana kedudukan agen dalam layanan transaksi elektronik 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012, dan bagaimana 

tanggung jawab agen dalam layanan transaksi elektronik berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012. 

Jenis penelitian ini adalah tergolong kepada jenis penelitian hukum 

normatif, yaitu usaha untuk mengolah data yang berhubungan dengan tinjauan 

yuridis tentang kedudukan dan tanggung jawab agen dalam layanan transaksi 

elektronik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang 

Penyelenggaran Sistem dan Transaksi Elektronik. Hal ini dilakukan melalui 

pendekatan kaidah-kaidah hukum positif beserta dengan asas-asasnya. Metode 

deduksi dilakukan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkret 

mengenai kaidah yang benar dan tepat untuk diterapkan dalam menyelesaikan 

suatu permasalahan tertentu. Penelitian ini bersifat penelitian literatur (literary 

research), yaitu penelitian kepustakan, yang menggunakan bahan-bahan pustaka 

hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa, kedudukan agen dalam 

layanan transaksi elektronik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 

2012, yaitu  harus terdaftar pada instansi terkait (Dinas Infokom), memiliki 

perangkat yang lengkap, memiliki tenaga yang mengerti internet, memiliki 

pengelolaan yang baik, memiliki pengamanan dalam penggunaan elektronik, serta 

memiliki sertifikat kelayakan dalam usaha atau agen layanan transaksi elektronik 

terhadap masyarakat atau pengguna jasa elektronik tersebut. apabila tidak 

memenuhi persyaratan tersebut maka agen layanan transaksi elektronik tersebut 

tidak memenuhi prosedur hukum dan kedudukannya adalah ilegal, dan 

bertentangan dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 

Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. 

Tanggung jawab agen dalam layanan transaksi elektronik berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012, yakni harus bertanggung jawab atas 

kerugian yang ditimbulkan karena kerusakan, transaksi yang tidak bisa terbaca, 

kerusakan sistem dan sebagainya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 13 

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012, bahwa Penyelenggara Sistem 

Elektronik wajib menerapkan manajemen risiko terhadap kerusakan  atau 

kerugian yang ditimbulkan dalam proses pelayanan transaksi elektronik, dan agen 

atau penyelenggara sistem elektronik wajib mengganti kerugian akibat kerusakan 

yang terjadi dalam pelayanan transaksi elektronik. 


